BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan
Dinas Lingkungan Hudup Bangka Belitung dan organisasi berkaitan dengan
lingkungan hidup yaitu WALHI dan Gabungan Pecinta Alam Belitung
(GAPABEL). Peneliti memperoleh gambaran umum mengenai gerakan
kewarganegaraan ekologis sebagai upaya pembentukan karakter peduli
lingkungan di Bangka Belitung. Adapun paparan hasil penelitian sebagai
berikut.
1. Deskripsi Peta Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai
81.725,06 km? yaitu wilayah daratan 16.424,23 km? dan lautan 65.301 km?.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 7 wilayah administrasi yang
terdiri dari 1 Kota Pangkalpinang menjadi Ibukota provinsi dan 6 kabupaten
lain, yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka
Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung dan Kabupaten
Belitung Timur. Berikut ini adalah peta kabupaten/kota wilayah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dilihat pada gambar 2.
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Gambar 2. Peta wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, MFD Semester 1 2018: 18)

Berdasarkan peta wilayah administrasi Kabupaten/Kota Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan batas wilayah masing-masing
dengan warna yang jelas. Selain peta wilayah administrasif diatas wilayah
administrasi Kabupaten/Kota pemekaran wilayah administrasi setingkat
Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada tahun 2018. Pemekaran wilayah
administrasi setingkat Desa/Kelurahan nama Kabupaten/Kota dangan jumlah

kecamat dan desa/kelurahan dapat dilihat pada gambar 3.
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Gambar 3. Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Menurut
Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester I 2018
(BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, MFD Semester 1 2018: 12)

67



Implementasi perkembangan wilayah administrasi pemerintah
kabupaten/kota dibagi menjadi tingkat kecamatan dan wilayah kecamatan
dibagi menjadi tingkat kelurahan/desa. Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa
Kabupaten Bangka terdiri atas 8 kecamatan dan 81 desa/kelurahan,
Kabupaten Belitung terdiri dari 5 kecamatan dan 49 desa/kelurahan,
Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan dan 64 desa/kelurahan,
Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 6 kecamatan dan 63 desa/kelurahan,
Kabupaten Bangka Selatan terdiri dari 8 kecamatan dan 53 desa/kelurahan,
Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 kecamatan dan 39 desa/kelurahan,
Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 desa/kelurahan.

2. Deskripsi Persentase Ketenagakerjaan penduduk Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan data statistik memiliki jumlah penduduk Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung mencapai 1.430.865 Jiwa pada tahun 2017 yang
jumlah 1.047.683 penduduk usia kerja. Persentase penduduk laki-laki yang
berkerja di Sektor Pertanian sebesar 34,67 persen dan Sektor Pertambangan
menempati posisi dua teratas yang paling banyak menyerap tenaga sebanyak
19,35 persen. Sedangkan tenaga kerja perempuan mayoritas bekerja di Sektor
Perdagangan sebesar 31,37 persen dan Sektor Pertanian 28,48 Persen.
Persentase tenga kerja penduduk laki-laki dan perempuan dilihat pada gambar

statistik 4.

68



PERSENTASE PENDUDUK LAKI-LAKI PERSENTASE PENDUDUK PEREMPUAN

YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN
PEKERJAAN UTAMA DI PROV. KEP. PEKERJAAN UTAMA DI PROV. KEP.
BANGKA BELITUNG, zo17 BANGKA BELITUNG, z017

52
3
=
o
== ES- g a8 s® s= a2
B 5 H o2 2 =
= ;. : 3 2 - §8 8§
= = s N ¥ LT
% . e ot g o o £ s 8% =
5.% £ g5 %E R = o B 2 = I
5 5 %_gg.‘ E s 8 o= 3
2 R s g‘_; s “ b s = &
EE B2 =52 55 =5 S £ s =
@ & s e g it RS S

Gambar 4. Persentase penduduk yang bekerja menutut lapangan

pekerjaan utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017.

(BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Statistik daerah 2018: 9)
Melihat gambar data statistik dari sektor perkebunan memberikan
kontribusi unggulan salah satunya lada putih yang memiliki brand Muntok
White Pepper. Pada tahun 2017, peningkatan produksi lada putih namun tidak
diimbangi harga yang diterima petani. Peningkatan juga tidak hanya di
perkebunan lada putih namun juga di sektor perkebunan kelapa sawit. Pada
tahun 2016 jumlah perkebunan besar kelapa sawit naik menjadi 62 perusahan.
Untuk itu pemerintah harus mendukung perkebunan rakyat untuk
mengimbangi peningkatan jumlah perusahaan besar sehingga dapat menyerap

lapangan angka kerja sektor pertanian.

3. Deskripsi Umum Lembaga Organisasi Lingkungan Hidup Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh 46
lembaga dinas salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dibentuk pada tanggal 29 Desember 2016 yang
sebelumnya bernama Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). DLH

dibentuk salah satu unsur penunjang Pemerintah Provinsi di bidang
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pengendalian dampak lingkungan (Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Lingkungan Hidup 2017-2022)

Berdirinya organisasi masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan
hidup dimulai berdirinya WALHI Bangka Belitung yang berfokus pada
kegiatan pendampingan masyarakat sipil dalam gerakan lingkungan dengan
segala bentuk pengawasan penyelenggaraan kekuasan negara, pemerintah
daerah dan perusahaan tertentu. Advokasi berdasarkan pengaduan masyarakat
tentang kerusakan lingkungan tanah, air, laut akibat dari pertambangan,
perkebunan kelapa sawit dalam skala besar.

Keberadaan WALHI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai
saat masyarakat Sijuk dan Badau Kab. Belitung mengadu persoalan
kerusakan lingkungan berupa air dan tanah tempat mereka hidup beralih
menjadi perkebunan besar kelapa sawit (PT. Agro Makmur Abadi) ke
Sekretariat Nasional WALHI di Jakarta di era kepengurusan Bang Chalid
Muhammad oleh Walhi Eknas kemudian meminta ED WALHI Sumsel untuk
membantu mengadvokasi masyarakat Sijuk dan Badau.

Keberadaan WALHI mengadvokasi dan mendampingi dalam
pengaduan masyarakat tentang kerusakan lingkungan berupa tanah dan air
akibat dari pertambangan dan perkebunan sawit besar. Atas dasar tersebut
memunculkan organisasi sukarela dalam gerakan lingkungan yang berkenaan
pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan
berkelanjutan sebagai berikut: Gabungan Pencinta Alam Belitung

(GAPABEL), Umah Babel, Forum Masyarakat Kecamatan Sijuk dan Badau
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(FMKSB-Belitung), Kelompok Peduli Lingkungan Belitung (KPLB),
Sangpuan Indonesia, Kelompok Peduli Lingkungan Belitung (KPLB), Forum

Swadaya Masyarakat/ FSM Air Rayak.

4. Gaerakan Kewarganegaraan Ekologis Sebagai Upaya Pembentukan
Karakter Peduli Lingkungan di Bangka Belitung.

Gerakan Kewarganegaraan ekologis dalam penelitian ini sebagai
gerakan lingkungan yang dilakukan pemerintah khususnya dinas lingkungan
hidup dan organisasi berbasis lingkungan sepertti WALHI dan GAPABEL
yang melibatkan berbagai kegiatan untuk pembentukan karakter peduli
lingkungan. Gerakan lingkungan yang disimbolkan sebagai gerakan hijau
telah membawa perubahan dalam memahami kerakusan lingkungan.
Semenjak adanya penambangan yang dilakukan oleh perusahaan timah dan
masyarakat lokal hingga sekarang. Pemandangan yang menghawatirkan
kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem laut dan pencemaran air sungai
akibat dari penambangan yang dilakukan (W/RB-DEksWALHI/6/4/2018).

Instansi dinas lingkungan hidup merupakan gerakan lingkungan
terlembaga yang dibuat oleh pemerintah (government). Mewujudkan
pembangunan berkelanjutan tentunya mempunyai rencana strategis dalam
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pelindungan
sumber daya alam dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup (Dek/Renstra
DLH 2017-2022). Peran pemerintah dalam pembentukan karakter peduli
lingkungan sangat diperlukan dalam memperhatikan pemanfaatan sumber

daya alam sesuai dengan peruntukan untuk masyarakat secara terpadu.
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Pemanfaatan sumber daya alam sektor pertanian di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung salah satu unggulan ekonomi yang menghasilkan
lada putih dikenal pasar dunia Muntok White Pepper. Produksi lada putih
merupakan komuditas pada sektor perkebunan menunjukkan tren laju
pertumbuhan yang stabil pada tahun 2011 sampai 2017. Perkebunan tidak
hanya dikelola oleh masyarakat lokal namun antusias perusahaan besar kelapa
sawit, lapangan usaha perkebunan, pertambangan dan pengelolaan sampah
harus mendapat dukungan lebih dari government (BPS Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung 2018: 22)

Laju pertumbuhan lapang usaha penambangan tentunya menjadi
perhatian serius bagi stekholder pemerintah dalam pengembangan gerakan
ecological citizenship yang berkembang dari situasi dihadapi masyarakat
dengan langkah mengedepankan aturan kebijakan yang dinilai adil dalam
mengelola kekayaan alam. Kebijakan pemerintah dan perusahaan dalam
pengelolaan lingkungan yang sehat tentunya diperlukan pengawasan dari
organisasi berbasis masyarakat untuk memunculkan keterlibatan masyarakat,
mahasiswa dan siswa-siswa dalam kegiatan penyelamatan lingkungan jangka
pendek dan jangka panjang. Direktur WALHI Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung menjelaskan kegiatan gerakan aksi peduli lingkungan, seperti

berikut.

Gerakan yang WALHI Bangka Belitung mengawasi kegiatan
perusahaan seperti, kapal isap, kelapa sawit dan juga penambangan
yang dilakukan masyarakat. Gerakan yang kami lakukan berdasarkan
pengaduan masyarakat seperti yang dilakukan baru-baru ini, kami dan
nelayan melakukan aksi protes kepada perusahaan-perusahaan pemilik
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kapal isap di teluk Kelabat yang melakukan penambangan di sekitar
tangkapan nelayan. Maka dampak langsunya kepada nelayan menurut
kami menurunya tangkapan ikan, hal yang bisa kita liat akibat
penambangan kapal isap rusaknya arena ekosistem laut berupa
terumbu  karang dan  habitat  spesies ikan = (W/RB-
DEksWALHI/6/4/2018).

Penambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
mengancam kerusakan lingkungan pada wilayah darat, sungai bahkan laut.
Berdasarkan hasil observasi bahwa penambangan timah di darat bisa dilihat
aktivitas penambang yang dilakukan oleh masyarakat setempat tidak jauh dari
jalan antar kabupaten. Bahkan penambangan perusahaan kapal isap terlihat
jelas aktiviasya di pesisir pantai tidak jauh dari area wilayah tangkap nelayan.
Hal ini tentunya pertumbuhan ekonomi nelayan semakin terancam dengan
banyaknya kapal isap beroperasi. Jika kapal isap terus beroperasi tentunya
mengancam kerangnya tangkap nelayan dan menyebabkan krisis ekosistem
laut pesisir pantai. Aktivitas penambangan perusahaan kapal isap ini
menunjukkan peduli lingkungan yang belum maksimal. Akan tetapi karakter
peduli lingkungan dilakukan dengan penanaman mangrove di pesisir pantai
(observasi/8/6/2018).

Mewujudkan masyarakat berkarakter peduli lingkungan tentunya
diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat untuk saling membantu dan
bekerjasama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari
pencemaran. Program pembentukan karakter peduli lingkungan di Bangka
Belitung dengan program dinas lingkungan hidup dan organisasi masyarakat

sebagai berikut. Gerakan ecologocal citizenship sebagai upaya pembentukan
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karakter peduli lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui
kegiatan sebagi berikut.

a. Gerakan Reklamasi Pasca Penambangan yang Dilakukan oleh
Perusahan Maupun Masyarakat Lokal.

Pasca penambangan merupakan kewajiban perusahaan melakukan
reklamasi terhadap berkas lahan yang telah diambil kekayaan alamnya. PT
TIMAH Tbk mempunyai program reklamasi selama lima tahun 2015-2019.
Luas reklamasi pasca penambangan yang dilakukan PT TIMAH Tbk pada
tahun 2017 realisasi reklamasi tanggung jawab perusahaan (CSR) terhadap
lingkungan sebanyak 688,71 hektar dari 2.027 hektar yang ditargetkan
(Laporan Tahunan PT Timah Tbk, 2017: 340).

Setelah pasca penambangan timah dinyatakan selesai, PT Timah
dalam kegiatannya bekerjasama melibatkan dinas lingkungan hidup,
penegakan hukum dan masyarakat setempat dalam proses penanaman dan
pemeliharaan. Kegiatan reklamasi ini merupakan komitmen dinas lingkungan
hidup dalam meningkatkan ketahanan pangan (W/AI-StafDLH/5/3/2018).
Kerjasama stekholder ini bertuajuan untuk memperbaiki sumber daya alam
agar kondisi lahan pulih sebelum dilakukan penambangan.

Kegitan penambangan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan namun
juga dilakukan oleh mayarakat adalah Tambang Inkonvensional (TI) . Tidak
bisa dipungkiri, kegiatan TI menyebabkan kerusakan hutan yang
meninggalkan kondisi lahan tidak melakukan reklamasi. Akibat dari aktivitas
tambang inkonvensional menghasilkan danau kecil (kolong) dan pencemaran

aliran sungai. Namun demikian, penanaman pohon juga dilakaukan oleh
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aktivis karangtaruna masyarakat lokal (observasi/5/7/2018). Perkembangan
sikap kepedulian terkait dengan kesadaran masyarakat berasumsi mulai
muncul setelah masyarakat mempunyai keterampilan dalam mengelola
sumber daya alam sesuai dengan manfaat yang dirasakan. Dengan demikian,
dalam proses mensosialisasikan kesadaran masyarakat dibutuhkan
kemampuan dari setiap individu untuk bertindak kritis dan kreatif dalam
mengelolah tanah untuk pertanian.

Sebagaimana hasil observasi peneliti untuk penanaman kembali hutan
tidak seimbang dengan kerusakan hutan. Pengawasan dari berbagai organisasi
masyarakat seperti WALHI dan GAPABEL menuntut pemerintah untuk
mempromosikan penanaman kembali pohon pasca penambangan. Melalui
kegiatan mengembalikan lahan hutan yang rusak agar menjadi produktif
kembali merupakan pembentukan untuk mengembangkan kewarganegaraan
ekologis. Oleh karena itu, Gerakan kewarganegaraan ekologis telah
disarankan sebagai pendorong perilaku pro-lingkungan, memberikan
perubahan gaya hidup yang dirancang untuk berbagai aspek kehidupan
masyarakat yang melahirkan pemulihan lahan bekas tambang.

b. Gerakan Penanaman Mangrove Dengan Melakukan Praktik
Langsung Sosialisasi Pembibitan dan Penanaman di Daerah Yang
Kondisi Lahan Sudah Kiritis.

Gerakan penanaman mangrove terlebih dahulu mengadakan
pembibitan. Kegiatan pembibitan dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup
yang dipelihara sampai layak tanam. Pelaksanaan kegiatan penanaman

mangrove selalu rutin dilakukan dengan melibatkan masyarakat, komunitas-
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komunitas lingkungan, perusahaan-perusahaan maupun sekolah-sekolah yang
di sekitar pesisir pantai (W/AI-StafDLH/5/3/2018). Proses pembentukan
karakter peduli lingkungan dimulai dari memberikan pengetahuan,
keterampilan kepada siswa sehingga bisa memperoleh motivasi untuk ikut
berpartisipasi dalam menanam mangrove. Sebagai contoh penanaman
mangrove di pesisir pantai yang mana dekat jalan lintas kabupaten dinas
lingkungan hidup kerjasama dengan sekolah-sekolah.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa penanaman
mangrove dilakukan di wilayah pesisir pantai Bangka Tengah. Kegiatan
penanaman mangrove tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan perusaan
saja, namun juga dilakukan organisasi berbasis lingkungan seperti Gabungan
Pecinta Alam Belitung (GAPABEL). Permasalahan mangrove sudah menjadi
isu utama semenjak GAPABEL didirikan baik dengan melakukan sosialiasi
ataupun juga langsung praktik di lapangan dengan melakukan pembibitan dan
penanaman di daerah yang kondisi mangrove yang sudah kritis diantaranya
di daerah Sijuk, pegantungan dan di daerah Tanjungpandan (W/PH-
KetGAPABEL/29/4/2018).

Program kegiatan pembibitan ini melibatkan kader-kader muda secara
langsung memberikan contoh proses pembibitan sampai layak tanam. Upaya
dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada kader-kader muda
melalui kerja nyata agar dapat memberikan partisipasinya dalam upaya
penguatan karakter peduli lingkungan. Hasil penelitian Nurmayanti &

Harmanto (2017:83) mengemukakan bahwa strategi ecological citizenship

76



salah satunya melalui yayasan mangrove center meliputi program konservasi,
pembibitan sekolah peduli lingkungan sehingga terjalinnya hubungan baik
manusia dengan alam sehingga masyarakat memiliki kesadaran terhadap hak
dan kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi, jalan raya yang dekat pantai pemerintah
melakukan penanaman mangrove supaya tidak abrasi. Dalam hal ini,
pembentukan karakter peduli lingkungan di bangka belitung dilihat dari
menjaga keindahan pantai dengan peran pemerintah setempat bekerja sama
dengan sekolah-sekolah dan partisipasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi
dalam kegiatan bersih-bersih pantai dan penanaman mangrove.

¢. Gerakan Perlawanan Izin Usaha Penambangan (IUP) dan Hutan
Tanaman Industri (HTI).

Gerakan organisasi berbasi lingkungan akan selalu berupaya untuk
melawan segala bentuk penambangan. Fenomena kasus penambangan di
Provinsi kepulauan Bangka Belitung menimbulkan berbagai bentuk aksi
penolakan untuk menjamin ketersediaakan sumber daya alam. Dalam konteks
ini, WALHI bersama organisasi kelompok masyarakat melakukan aksi
perlawanan ditandai dengan penentangan wilayah yang akan menjadi Izin
Usaha Penambangan (IUP) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) (W/RB-
DEksWALHI/6/4/2018). Ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan
membuat perlawanan segala bentuk penambangan yang ada di wilayah
daratan dan laut.

Aksi yang melibatkan masyarakat dengan melakukan demonstrasi

untuk menolak pertambangan laut. Aksi demonstasi tersebut memberikan
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kesadaran kepada masyarakat tersebut untuk memunculkan peran aktif dalam
melestarikan lingkungan. Pemberian contoh yang riil dan teladan menjaga
alam maka masyarakat akan memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam
pelestarian lingkungan. Kampanye lingkungan saat ini dilakukan oleh
GAPABEL tentang kepedulian terhadap lingkungan yaitu penolakan tambang
laut dan perambahan hutan (W/PH-KetGAPABEL/29/4/2018).

Bentuk perlawanan mewujudkan kesadaran lingkungan dalam
pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan strategis pemerintah daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengelola lingkungan hidup.
Keberadan organisasi berbasis lingkungan Gabungan Pecinta Alam Belitung
(GAPABEL) memiliki kekuatan ideologi yang besar tentang penyelamatan
lingkungan dengan menyiapkan kader-kader peduli lingkungan baik di
tingkatan sekolah, mahasiswa maupun pemuda sehingga menjadi kader yang
peduli terhadap lingkungan dan alam (W/PH-KetGAPABEL/29/4/2018).
Eksistensi keberadaan kader-kader muda GAPABEL menjadi penting untuk
membawa nilai karakter peduli lingkungan pada kehidupan bermasyarakat.

Gerakan kewarganegaraan ekologis yang dimotori organisasi berbasis
lingkungan seperti WALHI, GAPABEL dan organisasi masyarakat lokal
memiliki cerminan dalam pengaruh dalam pemahaman yang luas terhadap
kasus-kasus lingkungan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
secara luas dan mendalam. Bagi banyak aktivis lingkungan, berpihakannya

pada masyarakat lokal dalam menjalankan perlawanan terhadap kondisi
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lingkungan hidup yang dianggap merugikan pendapatan masyarakat lokal dan
kerusakan lingkungan.

d. Gerakan Aksi Peduli Sampah Dengan Melakukan Bersih-Bersih
Pantai, Pengadaan Tong Sampah, Pengolahan Sampah Menjadi
Kompos dan Pembuatan Kerajinan Tangan.

Organisasi berbasis lingkungan GAPABEL menunjukkan perannya
dalam membersihkan sampah di objek wisata. Aksi simapatik ini
memperlihatkan karakter peduli lingkungan. Kegiatan kader-kader muda
GAPABEL bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat dalam meminalisir pembuangan sampah plastik di pantai wisata
(W/PH-KetGAPABEL/29/4/2018). Kampanye bersih-bersih sampah di pantai
menunjukkan gerakan kewarganegaraan ekologis dalam membentuk karakter
peduli lingkungan.

Program pemerintah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
merupakan salah satunya pegadaan tong sampah. Berbagai sosialisasi
dilaksanakan di sekolah, kantor desa, puskesmas, pasar, dan perkantoran
merupakan cara untuk memperkuat karakter peduli lingkungan. Pengadaan
tong sampah di setiap pemukiman masyarakat pedesaan menjadikan hal yang
positif kegunaannya (W/AI-StafDLH/5/3/2018). Dinas lingkungan hidup juga
mencatat terdapat permasalah pengelolaan sampah seperti yang disampaikan
Al sebagai berikut.

Permasalahan kualiatas pemukiman pasar yang kotor, sungai danau
perairan banyak terdapat penumpukan sampah, dan belum terdapatnya
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di desa-desa. Namun
ada hal positif tentang pengadaan bank sampah di setiap rumabh,
kantor desa, sekolah, pertokoran, polkesdes. Sosialisasi tentang
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pengolahan sampah pada masyarakat dan PKK (W/AI-
StafDLH/5/3/2018).

Sosialisasi  pengolahan sampah merupakan program yang
mengembangkan gerakan kewarganegaraan ekologi. Proses penguatan
pendidikan karakter peduli lingkungan melalui sosialisasi kepada masyarakat
pembekalan pembekalan pengetahuan, keterampilan, watak dan partisipasi
dalam keikutsertaan program pemerintah dan organisasi berbasis lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti memperoleh perilaku masyarakat
cukup baik dalam partisipasi pembuangan sampah pada tempatnya.
Pengadaan tong sampah dilakukan pemerintah desa di setiap pemukiman
rumah warga menciptakan lingkungan yang bersih. Karakter peduli
lingkungan terlihat dari partisipasi masyarakat dalam membuang sampah
pada tong sampah yang disediakan pemerintah Desa. Namun, dalam hal
pembuangan sampah sementara tidak berjalan baik apabila sampah yang
diambil dari tong sampah hanya dibuang di perkebunan kelapa sawit dan
hutan.

Kegiatan membuang sampah pada tempatnya dapat disimpulkan
bahwa pemerintah desa mempunyai program setiap pemukiman rumah
mempunyai tempat pembuangan sampah. Program ini membudayakan
masyarakat untuk membuang sampah pada tempat sampah. Karakter peduli
lingkungan terlihat pada lingkungan perkarangan rumah yang bersih. Dengan
kata lain, gerakan kewarganegaraan ekologis dapat dilihat dalam partisipasi
masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya serta mengembangkan

gerakan pengelolaan sampah menjadi nilai jual seperti berikut. Pertama,
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Mengelola sampah organik menjadi kompos. Dinas lingkungan hidup bekerja
sama dengan kelompok tani yang berpartisipasi dalam mengolah sampah
organik menjadi kompos. Sebagaimana sebelum pengemposan dilakukan,
dinas lingkungan hidup memberikan sosialisasi pengolahan sampah organik
menjadi kompos dengan melibatkan kelompok pertanian dan ibu-ibu PKK
(W/AI-StafDLH/5/3/2018).

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat karakter peduli
lingkungan. Dinas lingkungan hidup bersama masyarakat bekerja sama
mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos yang hasilnya dapat
dipakai sendiri untuk tanaman di pekarangan (Dokumen Sosialisasi Sistem
Pengelolaan Sampah DLH, 2018). Oleh sebab itu, gerakan ecological
citizenship terlihat dari sikap aktif masyarakat dalam ide mengolah sampah
organik menjadi pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos diperlukan
pemahaman dengan tahap demi tahapan menjadi pupuk kompos yang baik
digunakan.

Kedua, Pembuatan kerajinan dari daur ulang sampah. Pencemaran
lingkungan akibat dari sampah anorganik (sampah plastik) merupakan
sumber permasalahan sampah timbul karena tidak seimbang pemanfaatan
daur ulang sampah organik. Dinas lingkungan hidup bekerja sama dengan
Bank sampah dan PKK mengadakan program pengolahan sampah anorganik
menjadi kerajinan dari limbah sampah plastik (Dokumen Sosialisasi Sistem

Pengelolaan Sampah DLH, 2018).
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Pemanfaatan limbah daur ulang ini memerlukan ide kreatif untuk
dirasa menarik untuk dibeli dan dipakai. Cara membuat kerajinan berbahan
plastik dinas lingkungan hidup melakukan pelatihan dengan mengundang
narasumber untuk memberikan contoh kegiatan daur ulang sampah

anorganik, seperti yang dikatakan Agus Iskandarsyah sebagi berikut.

Bahan daur ulang ini misalnya dibuat taplak meja, dibuat keranjang,
tas itu kan. Lalu bank sampah cambai sudah dibuat biji plastik. Ada
mungkin bank sampah lain yang belum terdaftar yang belum kami
ketahui. Trus ada lagi bank sampah Kabupaten Bangka Selatan yang
telah membuat tas plastik kresek. Mereka mamanggil narasumber dari
tangerang jadi ada ibu PKK yang membuat tas dari plastik kresek
(W/AI-StafDLH/5/3/2018).

Hal ini menunjukkan program keterampilan memperkuat karakter
peduli lingkungan dengan cara mengatasi krisis lingkungan. Peran PKK
menimbulkan cara pandang untuk gerakan kewarganegaan ekologis dalam
upaya aksi peduli pada sampah anorgnik menjadi kerajinan nilai jual ekonomi
pada tas plastik. Program dinas lingkungan hidup yang memunculkan
partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dengan kegiatan daur ulang
sampah dari limbah plastik menjadi biji plastik dan kerajinan tangan sehingga
menjadikan nilai ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian,
partisipasi masyarakat akan meningkatkan komitmen masyarakat untuk
perilaku pro lingkungan.

Berdasarkan temuan yang didapatkan bahwa tahapan gerakan
kewarganegaraan  ekologis (ecological citizenship) sebagai  upaya
pembentukan karakter peduli lingkungan mempunyai empat tahapan

meliputi:
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1) upaya memberikan pengetahuan kepada masyakat dan mahasiswa yang
memadai dalam diskusi, workshop tentang bahayanya pencemaran
lingkungan dan menjaga keindahan alam lebih efektif;

2) upaya memberikan keterampilan warga dalam mengantisipasi dan
mencegah pencemaran lingkungan sehingga mempunyai kegiatan yang
terencana terus menerus;

3) upaya memberikan sifat etika lingkungan dengan memberi motivasi
kepada warga untuk bertanggung jawab, menjaga keindahan alam dan
tidak mencemari lingkungan; dan

4) setelah warga mempunyai pengetahuan, ketermpilan dan etika lingkungan
maka akan muncul tindakan ikut berpartisipasi kegiatan mengenai
pengelolaan lingkungan yang sehat. Contohnya ikut program reklamasi
setelah pertambangan, menanam mangrove, menyuarakan perusahaan
perkebunan kelapa sawit dan menyuarakan pencemaran yang terjadi akibat
dari penambangan dan pembuangan sampabh.

5. Faktor Penghambat Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan di
Bangka Belitung.

Pembentukan karakter peduli lingkungan tidak sesuai dengan rencana
tentunya mempunyai hambatan mengatasi krisis lingkungan di Bangka
Belitung. Krisis ekologi saat ini permasalahan cara pandang dan perilaku
masyarakat mengolah kekayaan sumber daya alam sebagai berikut.

Pertama, masih terdapatnya Tambang Inkonvensional yang dilakukan
masyarakat. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa kembalinya

masyarakat melakukan penambangan disebabkan turunnya harga hasil
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pertanian seperti harga karet, harga sawit dan harga lada. Berkenaan dengan
yang diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan di kalangan kaum muda
dalam budaya kesukarelaan.

Masalah penambangan timah menjadi perhatian utama WALHI
Bangka Belitung dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
tidak merusak lingkungan. Diakui kerusakan dan pencemaran lingkungan
Bangka Belitung bukan hanya dari aktivitas penambangan tetapi terdapat juga
pencemaran lingkungan akibat dari pembuangan sampah bukan pada
tempatnya. Catatan penting dari WALHI menanggapi aktivitas penambangan
telah menimbulkan berbagai dampak signifikan yang telah mengakibatkan
bencana ekologi seperti degradasi hutan, banjir, pencemaran aliran sungai dan
pencemaran laut (W/RB-DEksWALHI/6/4/2018).

Berdasarkan hasil pemetaan WALHI di lapangan Z mengatakan
bahwa aktivitas tambang di daratan menimbulkan ancaman bagi generasi
yang akan datang, mengingat banyaknya anak-anak di bawah umur dan
perempuan yang ikut bekerja di tambang timah. Persoalan ini menghasilkan
hilangnya sumber ekonomi warga dari sektor pertanian yang hutan tergerus
dari penambangan timah, situasi ini harus segera diselamatkan dengan cara
motarium penambangan (W/PH-KetGAPABEL/29/4/2018; W/ZN/2/4/2018).

Kedua, kendala pembuangan sampah di desa-desa. Laporan Hasil
Penilaian Kota Sehat atau Adipura Desa Kabupaten Bangka Selatan yang
telah kami laksanakan dari tangal 17 s/d 31 Juli 2017 terdapat penumpukan

sampah di perairan sungai desa-desa dan di bantaran (kolong rumah warga).
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Penumpukan sampah disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat pedesaan
dalam membuang sampah pada tempatnya.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mempermasalahkan
lingkungan pedesaan. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup melakukan
Penilaian Kota Sehat atau Adipura Desa Kabupatan Bangka Selatan Tahun
2017 dengan maksud dan tujuan lingkungan yang sehat, lingkungan hidup
yang lestari, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Temuan
penilaian tersebut mempunyai permasalahan kualitas pemukiman pasar yang
kotor, sungai danau perairan banyak terdapat penumpukan sampah, dan
belum terdapatnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di desa-
desa. Pengadaan tempat sampah di setiap rumah, kantor desa, sekolah,
pertokoran, polkesdes mennjadi hal yang positif kegunaannya namun dalam
pembungan sampah tersebut mempunyai permasalahan tempat penampungan
sampah sementara.

Agus Iskandarsyah mengemukan bahwa masih terdapatnya
penumpukan sampah terjadi hanya pada desa tertentu saja. Itu sebabnya dinas
lingkungan hidup mempunyai penilaian kota sehat dan adipura desa gunanya
untuk perberdayaan masyarakat seperti pengedaan tong sampah dan Tempat
Pembungan Sampah Terpadu (TPST). Namun, banyak pemerintah desa
dalam pembuangan sampah bukan pada tempatnya seperti sampah dibuang ke
hutan dan perkebunan kelapa sawit. Kendala pendanaan menjadi

terlambatnya informasi pembekalan sosialisasi dalam mengelola lingkungan
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yang bersih, lingkungan tidak tercemar dan kerusakan lingkungan tidak
terjadi (W/AI-StafDLH/5/3/2018).

Pendapat Agus Iskandarsyah mengemukakan bahwa kendala untuk
mengsosialisasikan tentang sampah, reklamasi pasca penambangan dan lainya
adalah pendanaan. Karena untuk melakukan sosialisasi di setiap desa
diperlukan dana yang cukup besar. Oleh sebab itu, kegiatan pemerintah
daerah, pemerintah desa dan ibu PPK yang melakukan study banding ke kota
yang pengelolaan lingkungan yang baik gunanya mendapatkan pengetahuan
cara melestarikan lingkungan (W/AI-StafDLH/5/3/2018).

Semua tujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehar, tidak
tercemar dan terhindar kerusakan lingkungan yang ingin dicapai bukanlah
diwujudkan dengan cepat dan mudah namun melalui perjalanan yang cukup
panjang serta ditemukan juga hambatan-hambatan dalam setiap kegiatan.
Hambatan yang dirasakan ini bukan dijadikan sebuah alasan untuk
melindungi hak-hak masyarakat dalam mengelola kekayaan sumber daya
alam.

Hambatan yang dirasakan dinas lingkungan hidup dan WALHI
sebagai pengawasan kebijakan pemerintah daerah secara garis besar berasal
dari luar instansi seperti masyarakat yang masih melakukan penambangan
timah, pembuangan sampah bukan pada tempatnya dan pengadaan dana
untuk mengelola sempah di desa-desa. Kendala ini tampaknya masalah

berarti pada gerakan ecological citizenship dalam pengeutan karakter peduli

86



lingkungan di Bangka Belitung yang diterapkan berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan tentang mengakui hak-hak lingkungan.

Masyarakat tidak hanya paham mengenai isu-isu dan tata cara
penegelolaan dan pelestarian lingkungan tetapi juga mampu terlibat langsung
dalam pelestarian lingkungan sehingga mampu menjadi perilaku nyata yang
dilakukan secara sadar ikut berpartisipasi dan menjadi pembiasaan.
Penguatan karakter peduli lingkungan mengacu pada nilai-nilai Pancasila
seperti mencintai lingkungan dengan bersih-bersih pantai, membuang sampah
pada tempatnya, pengolahan sampah, menanam hutan mangrove, melakukan
reklamasi pasca penambangan, dan menjaga lingkungan hidup terhadap
kehidupan masyarakat modern dalam sistem yang menguntungkan secara
ekonomi.

6. Upaya Mengatasi Hambatan Pembentukan Karakter Peduli
Lingkungan Melalui Gerakan Kewarganegaraan Ekologis di Bangka
Belitung

Gerakan lingkungan menggunakan berbagai taktik solusi mulai dari
pendidikan, media massa dan penegakan hukum yang jelas pada hakikatnya
dimaksudkan untuk memenuhi kesejahteraan dan keamanan untuk menjamin
kelangsungan hidup. Upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup
masyarakat dilakukan sekaligus dengan melestarikan lingkungan secara
berkesinambungan. Hal ini berarti bahwa, pelaksanaan suatu kegiatan
berupaya mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup.
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Gerakan kewarganegaraan ekologis dapat membantu masyarakat
untuk bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban menjaga kelestarian
lingkungan. Partisipasi warga negara dalam melestarikan lingkungan hidup
yang baik dilakukan dengan strategi pengelolaan yang bisa diwujudkan.
Pembentukan karakter peduli lingkungan di masyarakat bukan hanya
tanggung jawab sepenuhmya oleh government saja melainkan kerja sama
semua lapisan masyarakat seperti organisasi berbasis lingkungan WALHI dan
GAPABEL yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Solusi untuk
memperkuat karakter peduli lingkungan di Bangka belitung meliputi gerakan:

a. Pendidikan Lingkungan Yang Dilakukan Pada Tingkatan Sekolah,
Mahasiswa Dan Masyarakat Lokal

Pendekatan pendidikan lingkungan menyebabkan meningkatnya
kesadaran dan pembelajaran tentang isu-isu lingkungan di kalangan siswa,
mahasiswa dan masyarakat. Berbagai kelembagaan pendidikan di sekolah,
keluarga dan masyarakat seyogyanya mengembangkan kebutuhan
pengetahuan berdasarkan kondisi wilayah. Oleh karena itu, dinas lingkungan
hidup melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah untuk menciptakan
lingkungan yang bersih dan sehat. Proses tersebut di sampaikan oleh Agus
Iskandarsyah sebagai berikut.

Pendidikan lingkungan beberapa waktu lalu, kami lakukan di sekolah
yang ada di kabupaten bangka selatan. Kami memberikan pengetahuan
kepada siswa untuk mengolah sampah organik dan anorganik. Sebagai
contoh yang sudah dilakukan oleh siswa yaitu mengolah sampah
organik menjadi pupuk kompos. Kegiatan ini yang sudah berjalan
cukup baik di SMA N 1 Payung (W/AI-StafDLH/5/3/2018).
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Pendidikan lingkungan seyogyanya dimulai dari Tk, SD, SMP,
SMU/SMA, Kampus-Kampus dan masyarakat. Pengetahuan tentang isu
lingkungan sangat diperlukan untuk mengolah kekayaan sumber daya alam
secara pengetahuan ilmiah. Sosialisasi dalam mengembangkan pengetahuan
diberikan kepada masyarakat dengan maksud untuk mengajak masyarakat
untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Program yang dilakukan
melalui advokasi, seminar dan workshop secara aktif menjadikan terbukanya
pemahaman masyarakat untuk membangun kesadaran melestarikan sumber
daya alam dan memperbaiki kerusakan lingkungan (W/ZN/2/4/2018; W/RB-
DEksWALHI/6/4/2018).

Pembinaan untuk memiliki kesadaran pengetahuan yang relevan
tentang masalah lingkungan diperlukan kerja sama antara pemerintah dan
organisasi pecinta alam. Hasil dari analisis dokumen sosialisai pengelolaan
persampahan perkotaan 2018 dinas lingkungan hidup melakukan program
kegiatan pemahaman melestarikan lingkungan seperti workshop pelatihan
kepada ibu PKK dalam pengelolaan sampah yang bermanfaat, melakukan
sidak di tempat posyandu, kantor desa, pasar dan sekolah-sekolah yang
diselenggarakan untuk memberi motivasi membuang sampah pada
tempatnya. Pada dasarnya dinas lingkungan hidup juga memberikan
pengetahuan masyarakat melalui penilaian Kota Sehat atau Adipura Desa
Kabupaten yang mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan hidup yang
lestari, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (W/AI-

StafDLH/5/3/2018).
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Pemahaman tentang politik lingkungan itu berkaitan dengan masalah
lingkungan dalam proses memberikan tekanan terhadap pihak-pihak yang
merusak dan mencemari lingkungan. Tujuan memberian pengetahuan melalui
proses menyiapkan kader-kader yang peduli terhadap lingkungan dan alam
sehingga akan lebih banyak turun langsung kemasyarakat dalam pemahaman
tentang arti pentingnya keseimbangan keindahan alam (W/PH-
KetGAPABEL/29/4/2018). GAPABEL selaku organisasi berbasis lingkungan
berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup yang mempunyai rumah
baca bertajuk Rumah Baca Akar GAPABEL.

Rumah baca akar GAPABEL diharapkan memperkuat karakter peduli
lingkungan sejak dini dalam mempersiapkan kader-kader lingkungan agar
berperan aktif dalam masalah lingkungan. Upaya mendirikan konsep rumah
baca akar GAPABEL ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
generasi muda yang berwawasan lingkungan. Koleksi buku yang bemacam-
macam membuka kenginan anak-anak sekolah dan remaja agar gemar
membaca untuk menambah pengetahuan kearah yang lebih positif.

Gerakan WALHI juga memberikan pendidikan lingkungan kepada
masyarakat yang bergerak dalam melawan ketidakadilan pertambangan
timah, perusahaan hutan tanaman industri, perusahaan kelapa sawit dan
memperjuangkan reklamasi pasca tambang yang mengancam petani dan
nelayan di Bangka Belitung. Pendidikan menjawab isu mengenai kondisi
lingkungan di Bangka Belitung adalah membentuk forum diskusi bersama

mahasiswa, pithak pemerintah yang terkait, tokoh-tokoh Desa dan komunitas
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pencinta lingkungan yang lainnya (W/RB-DEksWALHI/6/4/2018). Forum
diskusi seperti ini mencari solusi bersama-sama yang dibutuhkan masyarakat
terkait masalah lingkungan yang berkembang. Atas dasar itulah pendidikan
lingkungan sediri mungkin perlu diupayakan agar dapat meminimalisir
kerusakan-kerusakan lingkungan

Kegiatan diskusi bersama mahasiswa mencari solusi untuk
memecahkan masalah krisis lingkungan akibat dari penambangan. Kegiatan
yang diselenggarakan diberbagai lokasi oleh WALHI sebagai bentuk
dukungan dan kepedulian terhadap lingkungan seperti seminar lingkungan.
Pendidikan lingkungan generasi mendatang disajikan dalam bentuk yang
mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan
karakter peduli lingkungan menjadi gerakan lingkungan disampaikan dengan
cara mendasar untuk menarik bagi publik untuk terlibat menjaga dan
melestarikan lingkungan.

b. Penegakan Hukum Lingkungan Yang Jelas Untuk Perusahaan dan
Tambang Inkonvesnional Yang Dilakukan Masyarakat Setempat

Aparatur penegakan hukum yang jelas menjamin penetapan sanksi yang
terbukti melakukan kejahatann merusak dan pencemaran lingkungan hidup.
Dari beberapa kasus-kasus masalah lingkungan hidup yang pernah terjadi,
penegakan hukum lingkungan hanya menjadi formalitas semata tidak ada
yang serius dilakukan (W/PH-KetGAPABEL/29/4/2018). Berbagai aksi
protes WALHI ,GAPABEL dan masyarakat tentang izin penambangan yang
dikenal dengan Motarium penambangan timah. Berdasarkan pendapat

WALHI menegaskan kerusakan lingkungan tidak lepas dari belum berjalanya
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hukum tentang lingkungan hidup. Aksi mendesak pemerintah untuk
melakukan motarium penambangan timah sebagai acuan dan pedoman dalam
usaha untuk melakukan analisis mengenai dampak Lingkungan
(AMDAL). Oleh karena itu, motarium penambangan timah, perusahaan
kaulin,dan perushaan kelapa sawit untuk mencegah kegiatan pencemaran dan
kerusakan lingkungan secara masif. Sebagai salah satu kontrol pemerintah
adalah dasar hukum yang jelas demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Oleh sebab itu, pemerintah tidak boleh berpihak pada perusahan-perusahaan
besar dan harus mementingkan kepentingan masyarakat (W/RB-
DEksWALHU/6/4/2018; W/ZN/2/4/2018).

Peran pemerintahan dapat didorong untuk memainkan peran yang lebih
besar dalam penegakan hukum lingkungan. Dasar pengolahan sampah
mempunyai berbagai sistem peratuan yang mengarah perbaikan kesadaran
masyarakat dalam mengelola persampahan rumah tangga (W/AI-
StatDLH/5/3/2018). Sosialisasi pemanfaatan sampah dengan memberikan
pemahan terlebih dahulu dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012, Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum RI No. 03/PRT/M/2013 dan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 (Dokumen Sosialisai Pengelolaan
Persampahan Perkotaan 2018). Dasar hukum tersebut dijadikan pedoman

untuk mengolah sampah dengan baik dan sehat melalui Bank Sampah.
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c¢. Kampanye Media Sosial Melalui Blog, Facebook, Instagram, Youtube
dan T7witter Untuk Memberikan Kesadaran Kepada Masyarakat
Tentang Kondisi Lingkungan

Media sosial digunakan untuk memudahkan penyebaran informasi
pengetahuan. Kemunculan media sosial, mulai digunakan oleh organisasi
berbasis lingkungan dan tidak hanya digunakan oleh individu saja untuk
melakukan komunikasi publik berupa gambar, video dan berita yang dapat
disebarluaskan kepada masyarakat secara luas.

Pemberitaan lingkunga hidup di Bangka Belitung melalui media yang
jelas dapat menyediakan informasi dan pendidikan. Perkembangan media saat
ini cukup memudahkan untuk memberikan pengetahaun kepada masyarakat.
Media yang dimiliki WALHI seperti blog, facebook, twitter, instagram dan
youtube. Dari media yang dimiliki WALHI masyarakat mengetahuai apa saja
yang sudah dilakukan bersama organisasi masyarakat lainnya. Pemberitaan
melalui media sosial masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan mulai
mendapatkan tempat bagi media sebagai berita utama terutama masalah
penambangan timah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka belitung
(W/ZN/2/4/2018).

Situs media sosial semakin popoler dilakukakan sudah berbagai
layanan update pernyataan, upload foto dan video dalam memberikan
wawasan kesadaran tentang lingkungan hidup. Kegiatan yang dilakukan oleh
GAPABEL melalui blog, youtube, facebook, instagram, dan twitter resmi.
Keunggulah halaman sosial media salah satunya mengenal lebih lanjut

keterlibat kegiatan tersebut. Oleh karena itu, menyiapkan kader kader peduli
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lingkungan dan alam sehingga bisa langsung terjun ke masyarakat (W/PH-
KetGAPABEL/29/4/2018).

Fokus utama sosial media yang dimiliki dinas lingkungan hidup,
WALHI dan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup
adalah supaya masyarakat dapat menjelajahi program yang sudah dilakukan.
Pemberitaan media berupaya dalam mendidik warga negara secara
profesional menyangkut keselamatan tata kelola setiap masalah lingkungan
bersifat terbuka dalam mempelaporan isu-isu lingkungan hidup. Pemberitaan
melalui sosial media masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan mulai
mendapatkan tempat bagi media sebagai Dberita utama (W/RB-
DEksWALHI/6/4/2018).

Gerakan untuk mempromosikan ecological citizenship dengan
membawa isu ke ranah publik sangat diperlukan dalam pengambilan
keputusan yang demokratis. Penyebaran gerakan ecological citizenship sangat
penting untuk dilihat pada hak-hak lingkungan. Pemberdayaan masyarakat
diarahkan sebagai pembangunan dalam menyiapkan masyarakat secara aktif
berpartisipasi dalam program dan kegiatan pemerintah,  pengusaha,

pembisnis, dan organisasi masyarakat.
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B. Pembahasan

1. Gerakan Kewarganegaraan Ekologis Sebagai Upaya Pembentukan
Karakter Peduli Lingkungan di Bangka Belitung

Gagasan tentang gerakan lingkungan sebagai bentuk menyeluruh yang
mencakup berbagai jenis organisasi yang mencerminkan keanekaragaman dan
campuran ide cita-cita dan strategi yang digunakan (Fagan, 2004: 21).
Penelitian Renthlei (2016: 646) mengatakan bahwa pemerintah
memanfaatkan layanan dari organisasi non-pemerintah (LSM) yang
melibatkan mereka dalam kampanye kesadaran untuk perlindungan
lingkungan di masyarakat. Komitmen dinas lingkungan hidup Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung melibatkan kegiatan dari organisasi berbasis
lingkungan dalam perlindungan lingkungan hidup.

Gerakan kewarganegaraan ekologis melibatkan berbagai kegiatan
untuk penguatan karakter peduli lingkungan di Banga Belitung. Pertama,
gerakan lingkungan yang terorganisir atau gerakan lingkungan yang sukarela.
Kedua, Gerakan lingkungan publik berbasis masyarakat. Ketiga, gerakan
lingkungan yang berbasis pemerintah atau lembaga-lembaga yang dibentuk
oleh pemerintah (Aditjondro, 2003: 166). Berbagai gerakan dalam kapasitas
individu dan kelompok masyarakat terlibat dalam perubahan sosial baru
berbasis lingkungan dan peran kolektif perubahan budaya dalam politik
lingkungan adalah potensi ecological citizenship (Kennedy, 2011: 843).

Gerakan lingkungan berbasis pemerintah mewujudkan program
pembangunan berkelanjutan tentunya mempunyai rencana strategis

pelindungan sumber daya alam dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
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Penguatan karakter peduli lingkungan memperhatikan pemanfaatan sumber
daya alam sesuai dengan peruntukan dengan bersinerginya kegiatan dinas
lingkungan hidup, WALHI dan perusahaan secara terpadu. Dari kajian Brulle
(2000: 262) mengatakan bahwa mediasi lingkungan melibatkan mengadakan
pertemuan pihak-pihak yang terlibat seperti perusahaan, lembaga pemerintah,
dan organisasi lingkungan untuk menyelesaikan perbedaan kebijakan.
Gerakan kewarganegaraan ekologis berkembang melalui mediasi dari situasi
mengedepankan aturan kebijakan yang dinilai adil dalam mengelola kekayaan
alam.

Kemampuan gerakan lingkungan untuk menciptakan kembali ruang
publik didasarkan secara keseluruhan dalam masyarakat yang berasal dari
kemampuannya untuk memobilisasi berbagai sumber daya dan material yang
berkelanjutan (Brulle, 2000: 101). Langkah untuk memunculkan keterlibatan
masyarakat, mahasiswa, siswa-siswa, organisasi berbasis lingkungan bahkan
pemerintah khususnya dinas lingkungan hidup provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dalam kegiatan penyelamatan lingkungan jangka pendek dan jangka
panjang. Bersaman dengan itu, perlunya koalisi internasional di antara LSM,
pers dan pakar lingkungan hidup untuk mendukung pemerintah untuk
bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang
merugikan lingkungan hidup (Keraf, 2010:320). Pemerintah dan oganisasi
berbasis lingkungan bersama membongkar dapak kerugian kerusakan
lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan yang sedang

berkembang.
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Sampai saat ini, kewarganegaraan ekologis sebagian besar telah
diambil sebagai instrumen untuk berteori normatif tentang bagaimana
mempromosikan dan menyusun bentuk organisasi politik hijau (Latta, 2007:
277). Pengawasan dari berbagai organisasi berbasis lingkungan seperti
WALHI dan GAPABEL menuntut pemerintah untuk mempromosikan
penanaman kembali pohon pasca penambangan. Melalui kegiatan
mengembalikan lahan hutan yang rusak agar menjadi produktif kembali
merupakan pembentukan untuk mengembangkan kewarganegaraan ekologis.
Oleh karena itu, Gerakan kewarganegaraan ekologis telah disarankan sebagai
pendorong perilaku pro-lingkungan, memberikan perubahan gaya hidup yang
dirancang untuk berbagai aspek kehidupan masyarakat yang melahirkan
pemulihan lahan bekas tambang.Pemahaman tentang politik lingkungan itu
berkaitan dengan masalah lingkungan dalam dua cara. Pertama, masalah
lingkungan dan dampaknya bersifat global, dan karenanya solusi di luar
pengiriman negara bangsa diperlukan. Kedua, globalisasi dapat
menguntungkan hubungan lokal-global dan berkontribusi pada terwujudnya
masyarakat yang berkelanjutan (Saiz, 2005:163). Poin-poin ini untuk
memahami masalah lingkungan dalam proses memberikan tekanan pihak
penambangan dan pembuangan sampah.

Diakui kerusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
bukan hanya dari penambangan yang dilakukan oleh perusahaan maupun
penambangan yang dilakukan warga setempat namun juga pembuangan

sampah. Memperhatikan beberapa tantangan ekologis yang ditimbulkan oleh
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pembuangan sampah dan limbah bagian selanjutnya mengaitkan beberapa
prinsip dasar ekologi yang akan berfungsi dengan baik sebagai landasan
kebijakan lingkungan. Pembuangan limbah rumah tangga pada umumnya
menggunakan tong sampah beroda dan manfaatkan daur ulang sampah
(Pickin, 2008: 509; Howard, 1999: 260; Anantharaman, 2014:178)

Jika seseorang ingin mempromosikan kewarganegaraan ekologis
mengatasi beban yang diderita masyarakat karena masalah lingkungan seperti
polusi udara dan air, kebanjiran dan kekeringan yang parah. Transisi
mencegah masalah-masalah ini menunjukkan bahwa wupaya untuk
menghubungkan kewarganegaraan ekologis dengan civil society harus
melalui LSM dan komunitas lainnya yang kompromi dan adil suntuk
mencapai keseimbangan pengelolaan sumber daya alam (Escrihuela, 2008:
127; Keulartz, 2018: 210).

Pendampingan secara rutin itu penting dilakukan karena itu salah satu
cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kekayaan
sumber daya alam. Adanaya pengawasan mungkin dapat mengurangi masalah
kerusakan hutan. Perambahan lahan hutan di daerah-daerah yang kemudian
diolah pemerintah dan beberapa LSM telah mempromosikan penanaman
pohon (Chapple, 2001: 70). Program dinas lingkungan hidup dan organisasi
memunculkan keterlibatan masyarakat terkait lingkungan seperti untuk ikut
menanam hutan mangrove dan ajakan untuk menanam pohon pasca
penambangan timah dan sebagainya. Adapun contoh lain partisipasi

masyarakat dalam mengelola sampah dengan kegiatan daur ulang sampah
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dari limbah plastik menjadi biji plastik dan kerajinan tangan sehingga
menjadikan nilai ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Program bersifat mendidik bertujuan meningkatkan kesadaran akan
masalah ekologi khususnya dalam aspek perlindungan lingkungan dan
perubahan iklim. Penanaman pohon bersama yang dilakukan sebagai bagian
dari program berkontribusi pada pelestarian hutan sehingga membantu
mengurangi efek samping dari perubahan iklim (Bozek, 2011: 82). Tanggung
jawab atas kontribusi terhadap perubahan iklim saat ini terkena dampak pada
generasi mendatang yang telah digambarkan sebagai kewarganegaraan
ekologis. Program kegiatan pembibitan ini melibatkan keder-kader muda
secara langsung memberikan contoh proses pembibitan sampai layak tanam.
Upaya melalui kerja nyata agar dapat memberikan partisipasinya dalam upaya
penguatan karakter peduli lingkungan.

Metode reklamasi yang tepat dari lahan pasca penambangan telah
dirancang sebagai solusi untuk mempermudah pembebasan lahan dengan
mengusulkan suatu sistem pengembalian tanah reklamasi yang tepat kepada
pemiliknya di bawah aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan industri.
Metode pemulihan adalah faktor utama yang mempengaruhi reklamasi
ditanami kembali hutan pada skala waktu yang sebanding (Singh, et al,
2017:307; Sebelikova, et al, 2015: 13598). Metode yang dirancang untuk
reklamasi yang tepat dari lahan pasca penambangan memberikan cara untuk
mengembalikan lahan dan memastikan lingkungan yang sudah ada

sebelumnya.
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WALHI mengusulkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat
dengan pengakuan yang tepat atas hak atas tanah. Hak atas tanah tersebut
adalah satu-satunya cara untuk mencegah deforestasi dan mempromosikan
konservasi hutan jangka panjang yang efektif (Toumbourou, 2011: 55).
WALHI merekomendasikan suatu proses pelatihan dan pengembangan
kapasitas tanah untuk memastikan bahwa masyarakat diberi informasi dengan
benar. Bersaman dengan itu, perlunya koalisi internasional di antara LSM,
pers dan pakar lingkungan hidup untuk mendukungpemerintah untuk bersikap
tegas terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang merugikan
lingkungan hidup (Keraf, 2010:320). WALHI dan pemerintah bersama
membongkar dapak kerugian kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh
perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang.

Pembentukan gerakan kewarganegaraan ekologis ini melalui proses
pendidikan yakni forum diskusi dan sosialisasi. Gerakan perlawanan dibentuk
sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam menyikapi perusahaan yang
terindikasi merusak lingkungan. Gerakan memperbaiki lingkungan dibentuk
melalui proses penyadaran masyarakat yang dibekali pengetahuan melalui
pendampingan secara rutin tentang permasalahan lingkungan hidup.
Memberikan tekanan politik dengan liputan media untuk mempengaruhi
kebijakan perusahaan untuk tidak merusak lingkungan. Gerakan pelindungan
ekosistem salah satu gerakan yang membebaskan manusia dari ancaman
belunggu pembudakannya berupa kerusakan lingkungan buatan manusia

sendiri (Hardjasoemantri, 2000: 6).
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Pembekalan pendidikan karakter sangat diperlukan agar warga Negara
dapat berbagai kegiatan untuk mencegah perilaku negatif yang merusak
lingkungan hidup. Menurut Syahri (2013: 119) kompetensi kewarganegaraan
diperlukan agar warga Negara dapat berpartisipasi dalam lingkungan hidup
dengan pembekalan dimensi knowledge, skill dan disposition tentang
lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan di masyarakat dan pendidikan.
Pengembangan Kewarganegaraan ekologi dari World Wide Fund (WWF)
Malaysia (2008: 8) yang menyebutkan masyarakat yang berperilaku peduli
lingkungan melalui beberapa tahapan yaitu environmental knowledges,
environmental  skills, environmental attitudes dan  environmental
partisipations. Pengembangan kewarganegaraan ekologi dalam pembentukan
karakter peduli lingkungan di Bangka Belitung melalui beberapa proses
tahapan yaitu:

a. Pengembangan pengetahuan masyarakat dalam pembentukan karakter
peduli lingkungan di Bangka Belitung
Strategi dalam mengembangkan Environmental Knowledges
diberikan kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk
memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Pengetahuan tentang isu
lingkungan, keanekaragaman hayati dan tujuan AMDAL di antara politisi,
government dan NGO (WWF Malaysia, 2008: 63). Hal ini pemberian
Environmental Knowledges sangat diperlukan dalam masalah lingkungan,
sumber daya alam, rencana usaha atau kegiatan tertentu masyarakat dan

perusahaan serta kebijakan hukum yang jelas. Sampai saat ini, banyak
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pendekatan konvensional untuk aktivisme lingkungan telah secara
otomatis mengasumsikan bahwa pengetahuan ilmiah tidak dapat
dinegosiasikan, dan bahwa lingkungan akan mengarah pada demokrasi
yang lebih besar (Forsyth, 2001: 3).

Strategi dalam mengembangkan pengetahuan diberikan kepada
masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk memiliki kepedulian
terhadap lingkungan. Pengetahuan tentang isu lingkungan sangat
diperlukan dalam masalah lingkungan, sumber daya alam, rencana usaha
atau kegiatan tertentu masyarakat serta kebijakan hukum yang jelas.
Pengetahuan lokal tentang perubahan lingkungan terbukti untuk perubahan
yang terlihat ekosistem dengan nilai ekonomi, sosial, atau budaya yang
tinggi. Perubahan tersebut termasuk penurunan jangka pendek dalam
kejernihan air, kesehatan atau kelimpahan populasi ikan lokal dan fauna
laut (Benham, 2017: 22).

Program dilakukan WALHI dengan advokasi, seminar dan
workshop secara aktif menjadikan pemahaman masyarakat untuk
membangun kesadaran melestarikan sumberdaya alam dan memperbaiki
kerusakan lingkungan. Sedangkan dinas lingkungan hidup melakukan
program kegiatan pemahaman melestarikan lingkungan seperti workshop
pelatihan kepada ibu PKK dalam pengelolaan sampah yang bermanfaat,
melakukan sidak di tempat posyandu, kantor desa, pasar dan sekolah-
sekolah yang diselenggarakan untuk memberi motivasi membuang sampah

pada tempatnya.
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b. Pengembangan keterampilan masyarakat dalam pembentukan karakter
peduli lingkungan di Bangka Belitung

Kegiatan yang diperlukan dalam pengembanagn tingkat politisi,
government dan NGO merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk
mengatasi problem lingkungan (WWF Malaysia, 2008: 125). Report,
(2010: 55) menjelaskan program keterampilan lingkungan hidup
bermacam-macam dan terbuka untuk kelompok peserta yang lebih luas.
Hal ini menunjukkan banyak program keterampilan lingkungan publik bisa
dilakuakan secara luas oleh dinas lingkungan hidup dan organisasi
masyarakat.

Pemberian keterampilan dilakukan melalui praktik secara langsung
seperti kegiatan membuat poster yang berkaitan lingkungan. Program juga
dilakuakan dinas lingkungan hidup dengan memberikan bantuan
menyelesaikan permasalahan sampah yang diolah semaksimal mungkin
dalam mewujudkan inovasi baru dalam daur ulang sampah supaya menjadi
nilai jual dengan kerajinan yang kreatif seperti pembuatan tas dari bahan
plastik. Proses pemberian keterampilan dilakukan dalam setiap program
yang melibatkan masyarakat secara langsung.

c. Pengembangan sikap masyarakat dalam pembentukan karakter peduli
lingkungan di Bangka Belitung

Pengembangan sikap yang dilakukan para politisi, government dan
NGO terkait dengan tingkat kepedulian perkembangan lingkungan, tingkat

kekhawatiran tentang lingkungan yang tercemar dan tingkat pentingnya
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pro-aktif kesadaran masyarakat (WWF Malaysia, 2008: 103).
Pengembangan environmental attitudes yang dibentuk oleh karakteristik
budaya, sosiodemografis, dan kontekstual (Sarigollu, 2008: 369).
Penelitian Biagi & Ferro (2011: 1) mengemukakan bahwa Nilai-nilai
lingkungan yang terbuka ke dimensi politis yang demikian luas merujuk
pada perilaku warga yang memikul tanggung jawab lingkungan. Perilaku
warga dengan asumsi bertanggung jawab tingkat pengembangan nilai
terhadap lingkungan mulai muncul setelah masyarakat mempunyai
keterampilan dalam mengelola sumber daya alam sesuai dengan manfaat
yang dirasakan.

Sejauh ini, pengalaman yang dimiliki masyarakat tentang kegiatan
nyata secara langsung melakukan penaman pohon setelah penambangan,
penanaman hutan mangrove, membuang sampah pada tempatnya dan
melakukan daur ulang sampah menjadi kerajian nilai ekonomi sehingga
memunculkan keteladan environmental values menjaga alam sehingga
memiliki keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan.
. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembentukan karakter peduli
lingkungan di Bangka Belitung

Pengembangan partisipasi yang melalui kegiatan pemerintah dan
NGO yang telah mengindikasikan berkomitmen dalam menghadapi
masalah lingkungan untuk menghadirkan partisipasi masyarakat (WWF
Malaysia, 2008: 151). Bentuk-bentuk partisipasi warga Negara dalam

pelestarian lingkungan hidup dilakukan melalui kegiatan-kegiatan
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2.

masyarakat dan dunia pendidikan (Syahri, 2013: 133). Partisipasi
masyarakat diwujudkan melalui serangkaian tindakan pro lingkungan
unruk penyelamatan lingkungan.

Upaya untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan
keputusan terkait lingkungan untuk memperkuat lembaga-lembaga
demokratis yang ada merupakan bagian dari ecological citizenship
(Escrihuela, 2008: 118). Program-program yang dilaksanakan telah
berhasil menumbuhkan partisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan
melalui sekolah-sekolah dan kegiatan masyarakat tersebut diwujudkan
dengan kegiatan penanaman pohon (reklamasi), bersih-bersih pantai dan
nelayan yang ikut kampanye untuk menjaga laut dari penambangan
perusahaan tertentu.

Ketelibatkan masyarakat melalui berbagai kegiatan peduli
lingkungan merupakan salah satu gerakan yang tepat dalam mencapai
tujuan ecological citizenship. Penguatan karakter peduli lingkungan
mengacu pada nilai-nilai Pancasila seperti mencintai lingkungan dengan
bersih-bersih pantai, membuang sampah pada tempatnya, pengolahan
sampah, menanam hutan mangrove, melakukan reklamasi, dan menjaga
lingkungan hidup terhadap kehidupan masyarakat modern dalam sistem
yang menguntungkan secara ekonomi.

Faktor Penghambat Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan di
Bangka Belitung.

Peradaban industri pertambangan menjanjikan kemakmuran bagi

masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memunuhi kebutuhan
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materi. Akan tetapi industri pertambangan gagal memenuhi kualitas hidup
yang menjadi persoalan kualitas aliran sungai tercemar, degradasi hutan,
kualitas pantai tercemar. Kajian Shiva & Maria (2005: 164) menemukakan
bahwa melimpahnya kebutuhan materi dalam masyarakat industri berdampak
bukan hanya pada kerusakan alam melainkan sebuah keinginan tiada puas
yang memunculkan berkuranganya kehangatan berwarganegara.

Peningkatan kebutuhan materi dari sektor industri pertambangan
tentunya harus ada pemanfaatan lahan pasca penambangan dan keseimbangan
lahan perkebunan masyarakat lokal. Akan tetapi, krisis ekologi karena
kesalahan prilaku masyarakat, juga disebabkan kegagalan pemerintah
menetapkan Izin Usaha Penambangan (IUP) Timah dalam RZWP-3-K sangat
merugikan masyarakat pesisir pantai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kegagalan pemerintah (dinas lingkungan hidup) tersebut terjadi pada
beberapa tatanan. Pertama, kegagalan pemerintah dalam mengambil model
pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan segala
akibat negatif bagi lingkungan hidup. Kedua, kegagalan dalam memainkan
peran sebagai penjaga kepentingan bersama termasuk lingkungan hidup yang
baik. Ketiga, kegagalan suatu pemerintahan yang menyebabkan
penyimpangan terhadap berbagai ketentuan formal di lingkungan hidup
(Keraf, 2010:218).

Pelaksanaan citizenship oleh individu yang peduli lingkungan perlu
diperluas untuk merangkul hak dan kewajiban individu sehingga

mempertimbangkan penyebab dan konsekuensi dari masalah lingkungan
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lintas batas di dunia yang saling bergantung secara ekologis (Humphreys,
2009: 172). Masalah lingkungan telah menjadi perhatian utama di seluruh
dunia, dan upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan telah
menjadi vital bagi komunitas lokal, nasional, dan global (Kurniawan & Rye,
2014: 200). Masalah lain dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan adalah
lemahnya penegakan hukum yang ada di bangka belitung. Belum adanya
sanksi yang tegas yang dikenakan bagi pengusaha yang tidak melaksanakan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pemerintah desa dalam pembuangan sampah bukan pada tempatnya
seperti sampah dibuang kehutan dan perkebunan kelapa sawit. Kendala
pendanaan menjadi terlambatnya informasi pembekalan sosialisasi dalam
mengelola lingkungan yang bersih, lingkungan tidak tercemar dan kerusakan
lingkungan tidak terjadi. Gerakan lingkungan muncul dari upaya untuk
meningkatkan kesadaran tentang masalah lingkungan (O’Brien, 2015:787).
Institusi eksternal utama yang menyediakan dana untuk organisasi gerakan
lingkungan adalah lembaga pemerintah, perusahaan, dan yayasan (Brulle,
2000: 86). Berbagai upaya gerakan lingkungan hidup juga mengalami
hambatan pendanaan kegiatan daur ulang sampah dan penanaman pohon
pasca penambangan. Fakta ini, dapat diabaikan jika ecological citizenship
menjadi sesuatu yang lebih dari berbagai tugas pribadi yang bertujuan
mengubah gaya hidup (Escrihuela, 2008: 122).

Kontribusi mendalam terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang

pendidikan non-formal dan informal warga negara dalam pembentukan social
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capital dan civil society. Pendidikan non-formal tujuan umumnya adalah
untuk memungkinkan warga negara dan kelompok masyarakat untuk
memahami secara kritis masalah dengan yang dihadapi masyarakat dan untuk
menyadari hak dan kemampuan masyarakat partisipasi dalam solusi
demokratis. Kelestarian lingkungan dan kelestarian alam menjadi tanggung
jawab bersama dalam perubahan sosial. (Njoh, 2011: 101; Morgan & Grigori,
2011: 628). Hambatan yang dirasakan Dinas Lingkungan Hidup dan WALHI
sebagai pengawasan kebijakan pemerintah daerah secara garis besar berasal
dari luar instansi seperti masyarakat yang masih melakukan penambangan
timah, pembuangan sampah bukan pada tempatnya dan pengadaan dana
untuk mengelola sempah di desa-desa.

Gerkan lingkungan telah memiliki dampak penting pada hubungan
manusia dengan alam. Gerakan lingkungan telah memberikan bidang yang
ideal untuk mempelajari yayasan gerakan sosial (Jenkins J.C et al 2018,
1642). Semua tujuan gerakan yang ingin dicapai oleh WALHI bukanlah
diwujudkan dengan cepat dan mudah namun dalam perjalanannya
ditemukan juga hambatan-hambatan dalam setiap gerakan yang dilakukan.
Hambatan yang dirasakan ini bukan dijadikan sebuah alasan untuk WALHI
untuk tetap mendampingi masyarakat dalam melindungi hak-hak mengelola
kekayaan sumber daya alam.

Hambatan yang dirasakan WALHI dan dinas lingkungan hidup secara
garis besar berasal dari luar instansi seperti masyarakat yang masih

melakukan penambangan timah. Perilaku warga yang masih dirasakan kurang
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peduli dalam pembuangan sampah bukan pada tempatnya. Pengadaan dana
sosialisasi kegiatan pemulihan, pengolahan lingkungan yang terbatas.
Kendala ini tampaknya masalah berarti pada gerakan ecological citizenship
yang diterapkan pada peraturan perundang-undangan tentang mengakui hak-
hak lingkungan. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa upaya untuk
menghubungkan ecological citizenship dengan civil society harus
menekankan lokasinya dalam struktur kolektif sebuah komunitas sambil
menyadari keterbatasan keterlibatan aktif warga negara. (Escrihuela, 2008:
127).

3. Upaya Mengatasi Hambatan Pembentukan Karakter Peduli
Lingkungan Melalui Gerakan Kewarganegaraan Ekologis di Bangka
Belitung.

Gerakan lingkungan menggunakan berbagai taktik solusi mulai dari
pendidikan, media massa, akademisi di universitas, lembaga penelitian,
advokasi politik, memberikan layanan dukungan, menciptakan kepercayaan
tanah, mengatur kelompok lokal untuk mendukung proyek lingkungan,
menggunakan protes dan langkah-langkah perdebatan (Jenkins et al, 2018:
1644; Smith & Pangsapa 2008: 217). Kehadiran pemerintah telah
memperkenalkan berbagai program dan skema lingkungan untuk
perlindungan lingkungan. Namun, keberhasilan implementasi tersebut tidak
hanya bergantung pada pemerintah saja tetapi LSM dan masyarakat juga
memainkan peran yang efektif dalam pencapaian program pelindungan

lingkungan hidup (Renthlei, 2016: 655).
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Pemberdayaan masyarakat diarahkan sebagai pembangunan yang
digerakkan oleh masyarakat dalam menyiapkan masyarakat secara aktif
berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang mandiri
sehingga terciptanya keadilan sosial. Pemerintah saat ini seharusnya ikut
campur secara langsung di dalam kegiatan organisasi masyarakat yang
manyangkut lingkungan. Pemerintah, pengusaha, pembisnis, dan masyarakat
tidak melepaskan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
Pemerintah tidak boleh meninggalkan tanggung jawabnya untuk melindungi
lingkungan alam dan pengendalian pencemaran lingkungan (Yuen & Leung,
2010: 209: Crotty & Hall, 2013: 667).

Namun demikian, kewarganegaraan ekologis berarti berbicara tentang
warga Negara yang mewujudkan tempat-tempat khusus dari pengalaman
ekologis dengan kepedulian sama di masyarakat yang berpotensi mengarah ke
yang luas dari tindakan yang bertanggung jawab (Reid & Taylor, 2000: 440).
Gerakan kewarganegaraan ekologis dapat membantu masyarakat untuk
memeriksa tanggung jawab perusahaan (Crane, Matten, & Moon, 2008: 371).
Program dinas lingkungan hidup dan organisasi masyarakat menawarkan
kepada perusahaan untuk bertanggung jawab mengenai kewajiban menjaga
kelestarian lingkungan. Partisipasi warga negara dalam melestarikan
lingkungan hidup yang baik dilakukan dengan strategi menjamin kepentingan
bersama. Penanaman karakter peduli lingkungan di Bangka Belitung bukan

hanya tanggung jawab sepenuhmya oleh pemerintah saja, tetapi melainkan

110



kerja sama semua lapisan masyarakat seperti WALHI dan organisasi
masyarakat yang lainya berkaitan dengan lingkungan.

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperkuat karakter peduli
lingkungan di Bangka belitung meliputi:

a. Pendidikan Lingkungan Yang Dilakukan Pada Tingkatan Sekolah,
Mahasiswa dan Masyarakat Lokal

Pendekatan pendidikan lingkungan menyebabkan meningkatnya
kesadaran dan pembelajaran tentang isu-isu lingkungan di kalangan siswa
dan masyarakat. Pembelajaran siswa untuk memfasilitasi pengetahuan
ilmu lingkungan yang terkait dengan tindakan di masa depan yang
ditujukan untuk memecahkan masalah lingkungan. Pendidikan lingkungan
diharapkan dampaknya akan bertahan lama dan bahwa kesadaran yang
dibangkitkan akan diterjemahkan ke dalam dialog berkelanjutan dan
tindakan yang bijaksana (Singh, 2012: 311; Zimmerman & Weible, 2016:
6). Pendekatan pendidikan lingkungan menyebabkan meningkatnya
kesadaran dan pembelajaran tentang isu-isu lingkungan di kalangan siswa,
mahasiswa dan masyarakat.

Berbagai kelembagaan pendidikan di sekolah, keluarga dan
masyarakat seyogyanya mengembangkan kebutuhan pengetahuan
berdasarkan kondisi wilayah. Sosialisasi dalam mengembangkan
pengetahuan diberikan kepada masyarakat dengan maksud untuk
mengajak masyarakat untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
Program yang dilakukan melalui advokasi, seminar dan workshop secara

aktif menjadikan terbukanya pemahaman masyarakat untuk membangun
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kesadaran melestarikan sumber daya alam dan memperbaiki kerusakan
lingkungan.

Pendidikan lingkungan merupakan proses mengenali nilai-nilai dan
klarifikasi konsep untuk mengembangkan keterampilan dan sikap yang
diperlukan untuk memahami dan menghargai keterkaitan antar manusia,
kebudayaannya, dan lingkungan biofisiknya. Pendidikan lingkungan juga
diperlukan praktek dalam pengambilan keputusan dan formulasi diri dari
kode perilakutentang isu-isu mengenai kualitas lingkungan (Palmer, 1998:
8). Dinas lingkungan hidup dan organisasi masyarakat Bangka Belitung
mensosialisakin pembelajaran di sekolah dan masyarakat dalam
memahami permasalahan isu kerusakan dan pencemaran lingkungan.
Kegiatan yang diselenggarakan diberbagai lokasi sebagai bentuk dukungan
dan kepedulian terhadap lingkungan seperti seminar lingkungan.
Pendidikan lingkungan generasi mendatang berhak atas lingkungan hidup
yang sehat serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan
yang lebih baik contoh pelatihan mengolah sampah menjadi kerajinan
dengan nilai jual.

Pendidikan masyarakat yang efektif tentang lingkungan perlu
ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan disajikan dalam bentuk
yang mudah dipahami dan diterima oleh penduduk setempat (Fraser &
Jamieson, 2003: 296). Zubaidi (2012: 182) menjelaskan pendidikan
masyarakat merupakan aktifitas yang arahnya untuk mendorong anggota

masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya,
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mencari pemecahan atas problemnya, memobilisasi sumber-sumber yang
penting dan melaksanakan sebuah rencana tindakan. Kesadaran
masyarakat tentang tanggung jawab terhadap lingkungan tersebut dapat
diperoleh melalui pendidikan LSM sebagai salah satu mencari pemecahan
kekurangan yang ada dalam pendidikan lingkungan. Oleh karena itu,
proses pelatihan LSM dengan pendekatan pengetahuan sedikit mendorong
perubahan perilaku masyarakat (Kieu & Singer, 2017: 154).

Pemulihan dan pembaruan pendidikan yang berkaitan dengan
masyarakat sipil dan lingkungan adalah salah satu aspek utama dari
tantangan abad ke-21 (Reid & Taylor, 2000: 451). Program pendidikan
lingkungan masyarakat yang lebih mendasar sehingga menarik bagi publik
untuk dapat mendorong partisipasi menjaga dan melestarikan lingkungan.
Program yang berkaitan dengan pendidikan yang dilakukan WALHI dan
GAPABEL seperti, forum berdiskusi dengan mahasiswa dan tokoh
masyarakat tentang mencari solusi permasalahan lingkungan hidup.
Kegiatan seperti ini menjawab isu mengenai kondisi lingkungan di Bangka
Belitung.

. Penegakan Hukum Lingkungan Yang Jelas Untuk Perusahaan Dan
Tambang Inkonvensional Yang Dilakukan Masyarakat Setempat.

Hukum lingkungan internasional yang dinegosiasikan oleh negara-
negara atas nama warganya menguraikan hak-hak dan kewajiban
lingkungan (Humphreys, 2009: 172). Peran pemerintahan dan masyarakat
sipil dapat didorong untuk memainkan peran yang lebih besar dalam

penegakan hukum lingkungan. Koordinasi dan kolaborasi kelembagaan di
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berbagai negara saat ini memiliki yurisprudensi lingkungan yang relatif
berkembang dengan baik, masih ada banyak masalah dan kelemahan yang
disebabkan oleh sejumlah lembaga untuk dilibatkan. Environmental law
pada dasarnya adalah disiplin lintas sektor yang melibatkan undang-
undang negara yang terkait dengan pertanian, hukum pidana, manajemen
bencana, energi, kehutanan, kesehatan, perumahan, penilaian dampak
industri, hubungan internasional, mineral dan pertambangan, sumber daya
alam, pengentasan kemiskinan, layanan publik, keamanan, perdagangan,
air, satwa liar, dan sebagainya (UNEP & CAEC, 2014: 26).

Aparatur penegakan hukum yang jelas menjamin penetapan sanksi
yang terbukti melakukan kejahatann merusak dan pencemaran lingkungan
hidup. Dari beberapa kasus-kasus masalah lingkungan hidup yang pernah
terjadi, penegakan hukum lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung hanya menjadi formalitas. Peran pemerintahan dapat didorong
untuk memainkan peran yang lebih besar dalam penegakan hukum
lingkungan. melakukan sosialisasi dasar pengolahan  sampah,
penambangan tanpa izin mempunyai berbagai sistem peratuan yang
mengarah perbaikan kesadaran masyarakat memberikan pemahan terlebih
dahulu dasar hukum berdasarkan undang-undang, Peraturan Pemerintah,
dan Peraturan Presiden Republik Indonesia.

Terlepas dari undang-undang lingkungan tidak akan terpenuhi
target penghijauan tanpa kerja sama warga. Program pemerintah diminta

menjadi kewarganegaraan ekologis untuk mengurangi dampak lingkungan
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dengan cara daur ulang dan menghemat air (Escrihuela, 2008: 122).
Mengembangkan aparatur penegakan hukum lingkungan yang jelas
melalui pengawasan menjamin penetapan sanksi yang terbukti melakukan
kejahatann lingkungan hidup. Pencabutan izin penambangan yang
disuarakan WALHI dan GAPABEL sampai saat ini yang dikenal dengan
Motarium penambangan timah di bangka belitung.

Menegakkan hukum lingkungan dengan benar sesuai kekuatan
pengawasan. Menurut undang-undang yang ada, LSM dan warga negara
harus memainkan peran dalam implementasi undang-undang lingkungan.
Saat ini, perlunya FEnvironmental Impact Assessment (EIA) dalam
perkembangan undang-undang lingkungan hidup untuk mewujudkan
keterlibatan publik yang memuaskan dalam sistem hukum lingkungan
(Canfa, 2007: 164).

Peran penegakan hukum lingkungan sangat penting sebagai acuan
dan pedoman salah satu tanggung jawab negara dalam usaha untuk
melakukan analisis mengenai dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini
untuk mencegah kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan secara
masif dilakuan oleh kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu,
pemerintah tidak boleh berpihak pada perusahan-perusahaan besar dan
harus mementingkan kepentingan masyarakat, maka kepentingan bersama
tersebut dibangun kekuatan masyrarakat bawah dengan kolaborasi

WALHI, GAPABEL dan organisasi masyarakat yang lainya.
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c¢. Kampanye Media Sosial Meliputi Blog, Facebook, Instagram, Youtube
Dan Twitter Untuk Memberikan Kesadaran Kepada Masyarakat
Tentang Kondisi Lingkungan.

Peranan media sosial yang jelas diharapkan dapat mendukung
pembangunan yang berkelanjutan secara aktif dalam meliput masalah-
masalah lingkungan hidup. Pemberitaan media tentang masalah
lingkungan memberikan wawasan tentang apa yang telah terjadi pada
lingkungan, membentuk dan menumbuhkan pengetahuan publik,
meningkatkan kesadaran publik dan kecemasan tentang risiko lingkungan
(Tong, 2015: 83).

Pemberitaan lingkunga hidup di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung melalui media yang jelas dapat menyediakan informasi dan
pendidikan. Perkembangan media saat ini cukup memudahkan untuk
memberikan pengetahaun kepada masyarakat. Media yang dimiliki
WALHI, GAPABEL dan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
masyarakat seperti blog, facebook, twiter, instagram dan youtube.

Media berita memainkan peran penting dalam mendidik warga
negara secara profesional tentang pentingnya lingkungan. Keunggulan
aspek-aspek yang menyangkut keselamatan, tata kelola setiap masalah
lingkungan bersifat tertutup, hanya ketika sebuah LSM, kelompok warga,
komunitas, atau bahkan pejabat publik, melaporkan masalah lingkungan
yang sudah kritis. Banyak jaringan media baru untuk mempelaporan isu-
isu lingkungan, namun dihalangi oleh tiga faktor utama: Pertama, news

media biasanya menanggapi terutama berita dari siaran pers resmi,
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pernyataan pejabat publik, dan pengumuman tentang peraturan dan
undang-undang; Kedua, tidak ada kelompok wartawan yang secara
signifikan mengedepankan isu-isu lingkungan. Ketiga, masalah lingkungan
hanya tercakup ketika ada krisis; bukan risiko, tetapi krisis yang sedang
berlangsung dan aktif (Chavez, et al, 2018: 26). Pemberitaan jaringan
media tentang masalah lingkungan membentuk perdebatan tentang isu-isu
dan kebijakan lingkungan.

Perdebatan dan kebijakan ini sering terkait dengan jalur
perkembangan masyarakat. Pemberitaan masalah kerusakan dan
pencemaran lingkungan mulai mendapatkan tempat bagi media
mendapatkan tempat sebagai berita utama. Pemberian informasi melalui
media harus tersebar luas dan menjadi kebutuhan informasi segenap
kalangan = masyarakat. = Dengan  kata lain, saat melaksanakan
pembangunan berkelanjutan kedalam agenda komunikasi sosial dan media
komunikasi massa seperti menulis atrikel kegiatan-kegiatan memulihkan
lingkungan dan kejahatan lingkungan di Web site resmi WALHI,
GAPABEL dan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menarik

perhatian masyarakat.
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C. Keterbatasan Penelitian

Penelitin ini dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang

berkaitan = gerakan ecological citizenship sebagai upaya pembentukan

karakter peduli lingkungan di Bangka Belitung. Secara umum penelitian ini

sesuai dengan metode aliur berfikir, namun, terdapat keterbatasan selama

proses penelitian berlangsung. Dari keterbatasan ini, diharapkan dapat

memberikan kesempatan bagi peneliti selanjutnya yang lebih baik.

Keterbatasan tersebut sebagai berikut.

1.

Penelitian ini dimulai bulan maret 2018 hingga juli 2018, selama kurun
waktu 5 bulan peneliti berusaha untuk memahami program organisasi
yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penelitian yang
dilakukan peneliti tidak setiap hari sehingga dimungkinkan terjadi
perubahan yang tidak diketahui oleh peneliti.

Peneliti memiliki keterbatasan subjek penelitian, sebab tidak semua
anggota organisasi berbasis lingkungan yang ada di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung menjadi subjek. Dari berbagai organisasi beebasis
lingkungan peneliti mengambil data subjek penelitian WALHI,
GAPABEL dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Subjek penelitian melalui wawancara oleh peneliti
dengan ketua Direktur Eksekutif WALHI, Advokasi WALHI, Ketua
Gabungan Pecinta Alam Belitung (GAPABEL) dan Kepala pengawasan
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan gerakan ecological citizenship sebagai upaya pembentukan
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karakter peduli lingkungan seharusnya dilakukan oleh semua lapisan
lembaga pemerintah daerah, organisasi berbasis lingkungan, dan

masyarakat lokal.
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